
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 60 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA BLITAR TAHUN 2023 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 264 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023; 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5597), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199). sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 

18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - 

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya Sidoarjo - 

Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta 

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Menengah Nasional 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

Menengah Nasional 

Negara Republik 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

ten tang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

Di Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 

2011 Nomor 927); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312); 

25. Pera tu ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
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(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1540); 

26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

970); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 96); 

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kata BlitarTahun 2021 Nomor7); 
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33. Peraturan Daerah Namar 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Praduk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kata Blitar Tahun 2018 Namar 6); 

34. Peraturan Daerah Kata Blitar Namar 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kata Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kata Blitar Tahun 2021 Namar 4); 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Namar 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kadefikasi dan Namenklatur 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikata ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Blitar. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Walikata adalah Walikata Blitar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kata Blitar. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bad an 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kata Blitar. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dakumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 
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5 (lima) tahun, yang secara substa.nsif RPJMD 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja 

Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) maupun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Dokumen rencana 

pembangunan tahunan daerah untuk kurun waktu 1 

(satu) tahun. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapata.n, rencana belanja program dan kegiatan 

perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai 

dasar penyusunan APBD. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai dokumen 

perencanaan terhitung mulai ta.nggal 1 Januari 2023 

dan berakhir pada ta.nggal 31 Desember 2023. 

(2) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berfungsi 

sebagai: 

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam 

rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023; 

dan 
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b. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun 

Renja-PD dan RKA-PD Tahun 2023. 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

BAB 11 

BAB lII Kerangka Ekonomi Daerah dan 

Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Kebijakan Keuangan Daerah 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Dae rah 

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

BAB Vil Penutup 

(2) Rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

BAB lII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Kepala Bappeda wajib menelaah kesesuaian antara RKA-PD 

Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan 

RKPD Tahun 2023. 

Pasal 5 

Apabila terdapat perbedaan antara program dan kegiatan 

yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023 dengan RKA-PD 

Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 
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dipergunakan adalah program dan kegiatan berdasarkan 

RKA-PD Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD. 

Pasal6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota rrn 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

Pada Tanggal 7 Juli 2022 

WALlKOTA BLITAR 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 

Pada Tanggal 7 Juli 2022 

SEKRETARlS DAERAH KOTA BLlTAR 

ttd. 

Priyo Suhartono 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 60 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

AHMAD TOBRONL S.H. 

NIP. 19670909 199803 1 008 

dengan 


	Bagian 1.pdf (p.1-206)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)


